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BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAII

PERATURAN DAERAII KABUPATEN MIMIKA

NOMOR   9   TAHUN2025

TENTANG

RENCAr\IA PEMBANGUNAN jANGKA MENENGAII DAERAII
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang   :       bahwa untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  264  ayat  (1)
Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan   Daerah   sebagaimana   telah   beberapa   kali
diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2022  tentang Cipta Kerja
Menjadi   Undang-Undang,    perlu   menetapkan   Peraturan
Daerah   tentang   Rencana   Pembangunan   Daerah   Tahun
2025-2029;

Mengingat     : 1.     Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik
Indonesia Tahun  1945;

2.     Undang-Undang     Nomor     45     Tahun      1999     tentang
Pembentukan  FTopinsi  Irian  LJaya  Tengah,  Propinsi  lrian
Jaya    Barat,    Kabupaten    Paniai,    Kabupaten    Mimika,
Kabupaten   Puncak  Jaya,   dan   Kota   Sorong   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1999    Nomor    173,
Tambahan  Irembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
3894)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  2000  tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang   Nomor   45   Tahun   1999   tentang   Pembentukan
Propinsi  lrian  Jaya  Tengah,  Propinsi  lrian  Jaya  Barat,
Kabupaten Panial,  Kabupaten Mimika,  Kabupaten Puncak
Jaya,    dan   Kota    Sorong    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
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3.     Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus  bagi  Provinsi  Papua  (I.embaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2001  Nomor  135,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
beberapa   kali   diubah   teralchir   dengan   Undang-Undang
Nomor   2   Tahun   2021   tentang   Perubahan   Kedua   atas
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus  bagi  Provinsi  Papua  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2021  Nomor  155,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  6697) ;

4.     Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003  tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor     47,     Tambahan     Lembaran     Negara    Republik
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan
Undan-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1
Tahun   2020   tentang   Kebijakan   Keuangan   Negara   dan
Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi
Corona  Virus  Disease  2019   (Covid-19)   dan/atau  Dalam
Rangka    Menchadapi    Ancalnan    yang    Membahayakan
Perekonomian     Nasional     dan/atau     Stabilitas     Sistem
Keuangan   Menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2020   Nomor   87,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) ;

5.     Undang-Undang      Nomor      1      Tahun      2004      tentang
Perbendaharaan    Negara    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun   2004   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   4355);   sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang    Penetapan    Peraturan    Pemerintah    Pengganti
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan
Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk
Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-
19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang
Membahayakan       Perekonomian       Nasional      dan/atau
Stabilitas    Sistem    Keuangan    Menjadi    Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor
87,    Talnbahan    Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6485);

6.     Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan   Pembangunan   Nasional   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor   104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
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7.     Undang-Undang     Nomor      12     Tahun      2011      tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2011    Nomor    82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5234)   sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  12  Tahun
2011     tentang     Pembentukan     Peraturan     Perundang-
Undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2022  Nomor  143,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6801);

8.     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Talnbahan  I.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa  kali   diubah   terakhir  dengan   Undang-Undang
Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan
Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang  Nomor   2   Tahun
2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (I.embar
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2023    Nomor    41,
Tambahan      Ifmbaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 6856);

9.     Undang-Undang     Nomor      15     Tahun     2022     tentang
Pembentukan  Provinsi  Papua  Tengah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor   158,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

10.   Undang-Undang  Nomor  59  Tahun  2024  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6987);

11.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   26   Tahun   2008   tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2008   Nomor  48,   Tambahan
Lembaran   Negara    Republik    Indonesia    Nomor    4833)
sebagaimana telah  diubah,  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 26  Tahun  2008  tentang Rencana Tata
Ruang   Wilayah   Nasional    (I.embaran    Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2017  Nomor  77,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12.   Pera.turan   Pemerintah   Nomor   13   Tahun   2019   Tentang
Laporan   Dan   Evaluasi   Penyelenggaraan   Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor     52,     Tambahan     I,embaran     Negara    Republik
Indonesia Nomor 6323);
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13.   Peraturan  Pemerintah   Nomor   106  Tahun   2021   tentang
Kewenangan   dan   Kelembagaan   Pelaksanaan   Kebijakan
Otonomi    Khusus    Provinsi    Papua    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Nomor   238,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730) ;

14.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   107  Tahun   2021   tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana lnduk
Percepatan   Pembangunan   Dalam   Rangka   Pelaksanaan
Otonomi    Khusus    Provinsi    Papua    (I,embaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor  239,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731) ;

15.   Peraturan    Presiden    Nomor    59    Tahun    2017    tentang
Pelaksanaan        Pencapaian        Tujuan        Pembangunan
Berkelanjutan    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

16.   Peraturan   Presiden   Nomor    111    Tahun   2022    tentang
Pelaksanaan        Pencapaian        Tujuan        Pembangunan
Berkelanjutan    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tchun 2022 Nomor 180);

17.   Peraturan    Presiden    Nomor    24    Tahun    2023    tentang
Rencana  Induk  Percepatan  Pembangunan  Papua  Tahun
2022-2041   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2023 Nomor 53);

18.   Peraturan    Presiden    Nomor    12    Tahun    2025    tentang
Rencana Pembangunan Janglra Menengah Nasional Tahun
2025-2029  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2025 Nomor 19);

19.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang   Pembentukan   I+oduk   Hukum   Daerah   (Berita
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor   2036)
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  120 Tahun  2018  tentang Perubahan
Atas  Peraturan  Menteri  Dalaln  Negeri  Nomor  80  Tahun
2015 tentang Pembentukan FToduk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20.   Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jan9ka
Panjang   Daerah   dan   Rencana   Pembangunan   Jangka
Menengah  Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana
Pembangunan     Jangka     Panjang     Daerah,      Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,   dan  Rencana
Kerja    Pemerintah     Daerah     (Berita     Negara    Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor  1312);
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21.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019
tentang  Sistem  lnfomasi  Pembangunan  Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang      Klasifikasi,      Kodefikasi,      dan      Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23.   Peraturan  Derah  Provinsi  Papua  Tengah  ....  Tahun  2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi   Papua   Tengah   Tahun   2025-2029    (Lembaran
Daerah FTovinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor .... );

24.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor   15  Tahun
2011   tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten
Mimika Tahun 2011-2031  (Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);

25.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor   10  Tahun
2024   tentang   Rencana   Pembangunan   LJangka   Panjang
Daerah Tahun 2025-2045  (Lembaran Daerah Tahun 2024
Nomor  10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII RABUPATEN MIMIKA
dan

BUPATI MIMIRA

MEMUTUSEN:

Menetapkan :       PERATURAN  DAERAH TENTANG  RENCANA  PEMBANGUNAN
JANGKA      MENENGAII      DAERAII      KABUPATEN      MIMIKA
TAHUN 2025-2029.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Derah ini, yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Mimika,

2.     Provinsi adalah provinsi papua Tengah.

3.     Gubemur adalah Gubemur papua Tengah.
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4.     Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas  pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam    sistem    dan    prinsip    Negara    Kesatuan    Republik    Indonesia
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.

5.     Pemerintah          Daerah          adalah          Bupati          sebagai          unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menj.adi kewenangan daerah otonom.

6.     Bupati adalah Bupati Mimika.

7.     Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat
DPRK adalah lembaga perwakflan rakyat Kabupaten yang berkedudukan
sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

8.     Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  Bupati  dan  DPRK  dalam
penyelenggaraan    Urusan    Pemerintahan   yang   menjadi   kewenangan
Daerah.

9.     Rencana   Pembangunan  Jangka  Menengah   Daerah  yang   selanjutnya
disingkat  RPJMD  adalah  dokumen  Perencanaan  Pembangunan  Daerah
Kabupaten   Mimika   untuk   periode   5   (1ina)   Tahun  yang   merupakan
penjabaran  visi,  nisi  dan  program  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Mimika
dengan berpedoman pada RFUPD dan RPJMN.

10.   Rencana  Kelja  Pemerintah  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11.   Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Renstra
Perangkat   Daerah   adalah   dokumen   perencanaan   Perangkat   Daerah
untuk Periode 5 (lima) tahun.

12.   Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

13.   Misi  adalah  rumusan  mengenal  upaya-upaya  yang  akan  dilaksanakan
untuk mewujudkan Visi.

14.   Tujuan  adalah  suatu  kondisi yang akan dicapal  atau  dihasilkan  dalam
jangka walthi 5 (lima) tahun.

15.   Sasaran  adalah   rumusan  kondisi  yang  menggambarkan   tercapainya
tujuan.   Berupa   hasil   pembangunan   Daerah/Perangkat   Darah   yang
diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.

16.   Strategi  adalah  langkah  berisikan  program-program   sebagai  prioritas
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

17.   Fhioritas     Pembangunan     Daerah     adalah     fokus     penyelenggaraan
pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapal
sasaran RPJMD.

18.   Program   Prioritas   adalah   program   strategis   yang   dilaksanakan   oleh
Perangkat  Daerah  sebagal  instrumen  untuk  mewujudkan  tujuan  dan
sasaran  RPJMD  yang  diperoleh  dengan  teknik  cascedjng  (penurunan)
kinelja.
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19.   Arah  Kebijakan  adalah  rumusan  kerangka  pikir  atau  kerangka  kelja
untuk  menyelesaikan  permasalahan  pembangunan  dan  mengantisipasi
isu   strategis   Daerah/Perangkat   Daerah   yang   dilaksanakan   secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

20.   Program  adalah penjabaran kebijakan  Perangkat  Daerah dalam  bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapal hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

21.   Kinelja          adalah          capaian          keluaran/hasil/dampak          dari
kegiatan/program/sasaran   sehubungan   dengan   penggunaan   sumber
daya pembangunan.

Pasal 2

(1)    RPJMD merupakan penjabaran dari visi, nisi, dan program Bupati yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah
dan  keuangan   Daerah,   serta  program  Perangkat  Daerah  dan  lintas
Perangkat  Daerah  yang  disertai  dengan  kerangka  pendanaan  bersifat
indikatif  untuk  jangka  walctu   5   (lima)   tahun  yang  disusun  dengan
berpedoman   pada   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah,
Rencana     Pembangunan     Jangka     Menengah     Nasional,     Rencana
Pembangunan  iJangka  Menengah  Daerah  Provinsi,  dan  Rencana  Tata
Ruang Wilayah.

(2)    RPIJMD   menjadi   acuan   dan   pedoman   dalam   penyusunan   Renstra
Perangkat Daerah dan RKPD.

(3)    Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam  RPIJMD  bersifat
indikatif.

(4)    Perubahan    atas    target    dan    kebutuhan    pendanaan    sebagainana
dimaksud  pada  ayat  (3)  yang  teljadi  pada  setiap  tahun  pelaksanaan
RPJMD dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1)    Dokumen RPJMD tersusun berdasarkan sistematika yang terdiri atas:
a.   BAB I       :   Pendahuluan;
b.   BABII      :   GambaranumumDaerah;
c.   BAB Ill     :   Visi, Misi, dan program prioritas pembangun Daerah;
d.    BABIV

e.    BABV

Program  Perangkat  Daerah  dan  Kinerja  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ;
Penutup.

(2)    Isi  atau materi muatan dari  sistematika dokumen RPJMD  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  tercantum  dalam  Lanpiran  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 4

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pelaksanaan  pengendalian  dan  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat ( 1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

(3)    Tata cara pengendalian  dan  evaluasi pelaksanaan  RPJMD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5

(1)    Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a.   Hasil    pengendalian    dan    evaluasi   menunjukkan    bahwa   proses

perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
RPJMD sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.   hasn pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang
dirumuskan,  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan

c.   teljadi perubahan yang mendasar.

(2)    Dalam  rangka  efektivitas,   perubahan  RPJMD   sebagaimana  dimaksud
pada ayat  (1)  humf a dan huruf b  tidak dapat dilakukan  apabila sisa
nasa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3)    Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
mencakup  teljadinya bencana  alam,  goncangan  politik,  krisis  ekonomi,
konflik  sosial  budaya,  gangguan  keamanan,  pemekaran  Daerah,  atau
perubahan kebijakan nasional.

(4)    Perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 6

RFUMD  dapat  diberlakukan  sebagal  RPJMD  transisi yang menjadi  pedoman
penyusunan  RKPD  Tahun  2030  sebelum  ditetapkannya  Peraturan  Daerah
tentang  RPJMD  Tahun  2030-2034  yang  memuat  visi  dan  nisi  Bupati  dan
Wakil Bupati terpilih.

L
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Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahhan  pengundangan  Peraturan
Daerah  ini  dengan  penempatannya  dalam   Lembaran   Daerah   Kabupaten
Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 20 0ktober 2025

BUPATI MIMIRA,
ttd

JOHANNES RE'ITOB

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 20 0ktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN MIMIKA
ttd

ABRAIIAM KATEYAU

LEMBARAN DAERAII KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 9.

NOREG    PERATURAN    DAERAH    KABUPATEN    MIMIKA,    PROVINSI    PAPUA
TENGAH:    09/2025.

ey=



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DABRAII KABUPATEN MIMIRA

NOMOR    9    TAHUN2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGRA MENENGAII DAERAH
TAHUN 2025-2029

UMUM
Dalam rangka melaksanakan alnanat Undang-Undang Nomor 25

Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah.  Ketentuan tersebut diperkuat dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur
secara   rinci   tata   cara   perencanaan,    pengendalian,   dan   evaluasi
pembangunan  daerah,   serta  penyusunan   dan   perubahan   dokumen
RPJPD,   RPJMD,  dan  RKPD.   Lebih  lanjut,   melalui  Instruksi  Menteri
Dalam   Negeri   Nomor   2   Tahun   2025   ditegaskan   kembali   pedoman
penyusunan RPJMD  dan Renstra Peran8kat Daerah Tahun 2025-2029
sebagal  instrumen  utama  dalam  mewujudkan  sinergi  pembangunan
antara pusat dan daerah.

Bagi Kabupaten  Mimika di Provinsi  Papua Tengah,  penyusunan
RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi sangat strategis. Hal ini dikarenakan
Mimika merupakan daerah dengan posisi vital,  baik dari segi ekonomi
nasional (karena adanya aktivitas pertambangan berskala intemasional),
maupun  dari  segi  sosial-budaya  sebagai wilayah dengan  keberagaman
masyarakat.    Dalam    lima    tahun    ke    depan,    Kabupaten    Mimika
dihadapkan  pada  tantangan  yang  kompleks,  antara  lain  peningkatan
kualitas   pelayanan   publik,   percepatan   pembangunan   infrastruktur
dasar,  penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan,  serta penin8katan
kualitas  sumber daya manusia  Papua.  0leh  karena  itu,  RPJMD  tidak
hanya sekadar dokumen administratif, melainkan instnmen kebijakan
pembangunan   daerah   yang   memilihi   f`mgsi   ganda:   sebagai   arah
pembangunan jangka menengah dan  sebagai komitmen kinelja Bupati
dan Wakil Bupati terpilih.

RPJMD  Kabupaten  Mimika Tahun  2025-2029  berfungsi  sebagai
penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dituan8kan dalam
strategi,   kebijakan,   program,   dan   kegiatan   prioritas   pembangunan.
Dokumen  ini  sekaligus  menjadi  acuan  bagi  perangkat  daerah  dalam
menyusun  Rencana  Strategis  (Renstra)  Perangkat  Daerah,  serta  dasar
penyusunan Rencana Kelja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.
Dengan demikian, kesinambungan antara perencanaan jan9ka panjang
(RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD) dapat terjaga,
serta   terintegrasi   dengan   RPUMN   sebagai   dokumen   perencanaan
nasional.
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Selain  itu,  RPJMD  Kabupaten  Mimika  Tahun  2025-2029  juga
berperan  sebagal  instrumen  evaluasi.  Melalui  indikator  kinelja  yang
ditetapkan,      Pemerintah      Daerah      dapat      mengukur      efektivitas
pembangunan,    menilal    keberhasilan    pencapaian    sasaran,    serta
memastikan  bahwa  program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  benar-
benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini penting mengingat
karakteristik  Mimika  yang  dinamis  dan  sering  mengalami  perubahan
kebutuhan akibat faktor ekstemal, balk global maupun nasional. Materi
muatan  dalaln  batang  tubuh,  penjelasan,   serta  lampiran  Peraturan
Daerah    tentang    RPJMD    Kabupaten    Mimika    Tahun    2025-2029
merupakan  satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.  Dokumen ini
akan menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan pembangunan daerah
selama  lima  tahun   mendatang,   sekaligus  menjadi  landasan  dalam
pengambilan kebijakan yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

11.         PASAL DEMI PASAL
Pasal  1

Cukup j elas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup j elas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup j elas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
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